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Dispersip Terima Hibah Mobil Perpustakaan Keliling Dari Perpusnas RI 

 
Kepala Perpusnas RI Syarif Bando menyerahkan simbolis kunci Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) 

bantuan hibah Perpusnas kepada Kadispersip Kalsel Nurliani. Foto istimewa 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menerima bantuan hibah dari 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa satu unit mobil perpustakaan keliling beserta 

isinya. 

Bantuan mobil operasional yang fungsinya sangat vital bagi Dispersip Kalsel untuk melayani 

masyarakat itu diserahkan Kepala Perpusnas RI Syarif Bando kepada Kepala Dispersip Kalsel 

Nurliani di Jakarta, Jumat (11/12). 

Kepala Perpusnas RI mengatakan, bantuan mobil operasional sebagai stimulus menggalakan 

budaya literasi di Kalsel dan mengharapkan Pemprov Kalsel maupun kabupaten dan kota ke depan 

menganggarkan sendiri.  

( Diringkas dari https://kalsel.antaranews.com/berita/220360/dispersip-terima-hibah-mobil-

perpustakaan-keliling-dari-perpusnas-ri ) 

Mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta masyarakat Banua, Nurliani pun 

mengucapkan terima kasih atas bantuan MPK yang dihibahkan oleh Perpusnas RI tersebut. 

“Ini adalah MPK yang kedelapan yang diberikan Perpusnas RI untuk Kalsel sejak jadi Kepala 

Dispersip dari beberapa tahun yang lalu,” ujar Nurliani. 
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Sementara itu, Kepala Perpusnas RI, Syarif Bando mengatakan MPK hanyalah stimulus untuk 

gencarkan budaya literasi di Kalsel. 

Dia pun mengimbau agar Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dapat menganggarkan MPK 

untuk menjangkau layanan di daerah masing-masing. 

“Seperti yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kalsel, bantuan MPK tersebut stimulus, alangkah 

baiknya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga menganggarkan sendiri, untuk menjangkau 

layanan di daerah masing-masing,” tutur Syarif. 

Tidak hanya MPK, pada kesempatan yang sama Dispersip Kalsel juga menerima Dana Alokasi 

Khusus (DAK) untuk pengembangan perpustakaan di Kalsel. 

Selain itu, Kepala Dispersip Kalsel juga berkesempatan mengikuti peluncuran Gerakan Menanam 

oleh Perpusnas RI dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia sekaligus 

mendampingi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabalong melaksanakan 

Kunker ke Perpusnas RI. 

 ( Diringkas dari http://infopublik.id/kategori/nusantara/497886/dispersip-kalsel-terima-mpk-dari-

perpusnas-ri ) 
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Catatan: 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 5 

Hibah dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah daerah lainnya; 

c. Perusahaan daerah; 

d. Masyarakat; dan/atau 

e. Organisasi kemasyarakatan. 

 

Pasal 6 

Ayat (5) 

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011) 

 

Pasal 7 

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan 

persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan 

c. Memiliki sekretariat tetap. 


